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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

SAlAm sejahtera untuk kita semua.
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan 

karuniaNya maka pelaksanaan pemerintahan di Kalurahan Purwobinangun 
tahun anggaran 2024 dapat terlaksana dengan baik dan Informasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Kalurahan Purwobinangun (IPPKal) Tahun 2024 ini dapat tersusun 
untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (IPPKal) merupakan 
wujud tanggungjawab lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat 
atas apa saja yang telah dilakukan dalam rangka menjalankan kewajiban memimpin 
penyelenggaraan pemerintahan di kalurahan pada tahun sebelumnya. Lurah 
berkewajiban untuk menyampaikan, memberikan, dan/atau menyebarkan 
informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat 
melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Penyajian IPPKal 
diamanatkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat (4) huruf p, dan pasal 
27 huruf d. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan dalam pasal 10 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Perjalanan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2024 dilalui dengan berbagai 
dinamika. Tahun anggaran 2024 merupakan tahun keempat perjalanan 
penyelenggaraan pemerintahan lurah periode 2021-2026. Visi dan misi yang 
dirumuskan pada awal pemerintahan pada beberapa bagian telah dapat 
direalisasikan. Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan yang dirumuskan 
pada awal periode adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Rumusan tersebut 
dilatarbelakangi kondisi dan situasi pandemi yang terjadi pada saat penyusunan 
RPJM dilakukan. Cara mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan memberikan 
daya dukung terhadap pemulihan ekonomi dengan penciptaan titik pertumbuhan. 
Sektor-sektor seperti pariwisata, jasa, dan UMKM mulai tumbuh kembali.

Kebijakan dan prioritas penggunaan anggaran relatif sudah mengakomodasi 
prioritas kalurahan. Dana Desa yang merupakan salah satu komponen penting 
dalam pendapatan kalurahan mulai leluasa untuk dipergunakan membiayai 
prioritas pembangunan. Regulasi penggunaan Dana Desa tahun 2024 memberikan 
lebih banyak keleluasaan kepada pemerintah kalurahan untuk dipergunakan 
sesuai prioritas sesuai hasil musyawarah kalurahan. Namun demikian, masih 
terdapat beberapa prioritas yang masih diwajibkan, yaitu: BLT DD, Ketahanan 
Pangan, Penanganan dan Pencegahan Stunting, dan Operasional Pemerintah 
Kalurahan.

Stategi penciptaan titik kegiatan diharapkan dapat menjadi titik kumpul 
masyarakat dan tempat berinteraksinya manusia. Sebagai makhluk ekonomi, 
interaksi antar manusia akan senantiasa diikuti dengan adanya kebutuhan, baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Hal itu menjadi peluang bagi masyarakat 
untuk menjadi penyedia kebutuhan. Adanya suplay and demand tersebut akan 
berdampak pada munculnya aktifitas ekonomi. Interaksi tersebut diharapkan 
berkembang lebih jauh menjadi titik pertumbuhan ekonomi yang akhirnya 
berdampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat. Titik kumpul 
yang tercipta ini diharapkan akan menjadi melting pot, pusat interaksi sosial-
ekonomi masyarakat di Kalurahan Purwobinangun, yang nantinya diharapkan 
dapat turut memberikan sumbangsih dalam peningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.

Semangat UU Desa belum sepenuhnya mampu diimplementasikan secara 
maksimal. Asas rekognisi berupa pemberian kewenangan skala lokal berdasarkan 
hak asal usul belum sepenuhnya mampu dimanfaatkan dan dikelola secara 
maksimal. Banyak potensi wilayah yang belum dapat dikembangkan. Kemampuan 
anggaran, sumber daya manusia, kemampuan menejerial pengelolaan, jejaring, 
serta investasi yang tersedia masih belum mampu memaksimalkan potensi yang 
tersedia.

Terlepas dari semua kekurangan, usaha penciptaan titik pertumbuhan ekonomi 
yang telah dilakukan mulai terlihat hasilnya. Aktifitas ekonomi dan usaha-usaha 
masyarakat di sekitar lokasi titik tumbuh yang diciptakan mulai terlihat dan 
semoga di masa yang akan datang dapat terus berkembang. Kegiatan seperti 
pengembangan kepariwisataan, pengembangan BUMDes, dan fasilitasi UMKM 
relatif dapat menciptakan tumbuhnya aktifitas ekonomi. Sebagai gambaran 
adalah di sekitar Petilasan Syeh Jumadil Kubro terlihat bahwa usaha-usaha 
masyarakat seperti warung makan, warung kopi, homestay, jasa penitipan 
kendaraan, dan produk olahan masyarakat mulai bermunculan. Hal ini menjadi 
kabar baik karena dengan demikian kegiatan pembangunan yang telah dilakukan 
terbukti dapat memicu dan menciptakan aktifitas ekonomi masyarakat.

Penciptaan titik pertumbuhan ekonomi di Purwobinangun bagian selatan 
dilakukan melalui penjaringan kegiatan olahraga. Beberapa tahun terakhir, sport 
tourism semakin berkembang dan bahkan menjadi salah satu tren dalam 
penggerak sektor pariwisata di Indonesia. Sport tourism adalah wisata yang 
dikombinasikan dengan olahraga. United Nations World Tourism Organizations 
(UNWTO) menjelaskan bahwa sport tourism adalah sektor wisata yang 
pertumbuhannya paling cepat, karena semakin banyak wisatawan yang tertarik 
pada aktivitas olahraga. Tren ini membuat Kalurahan Purwobinangun berusaha 
untuk menangkap potensi pengembangan pariwisata yang berbasis olahraga 
ini. Aset yang telah ada sejak lama, yaitu lapangan ditingkatkan kualitasnya dan 
didayagunakan untuk menangkap potensi tersebut. Peningkatan atas lapangan 
kalurahan menjadi venue yang layak jual menjadi sebuah keniscayaan agar 
dapat menjaring potensi sport tourism. Kegiatan sport tourism ini relatif dapat 
memicu munculnya usaha-usaha yang berkaitan, seperti: pedagang keliling, 
warung kelontong, rumah makan, dan homestay. Event-event yang dilakukan 
di lapangan kalurahan sedikit banyak berdampak pada peningkatan usaha 
masyarakat.

A.  PENDAPATAN
Pendapatan kalurahan terdiri atas 3 komponen, yaitu: Pendapatan Asli 

Kalurahan (PAK), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Masing-
masing komponen memiliki detail dan karaketristik masing-masing. Pendapatan 
transfer masih menjadi sumber utama untuk pendanaan kegiatan Pemerintah 
Kalurahan Purwobinangun. Pendapatan Asli Kalurahan yang merupakan 
salah satu indikator kemandirian kaluraha n kontribusinya masih 
rendah. Konsekuensi logis dari dominasi pendapatan transfer atas proporsi 
pendapatan kalurahan adalah penggunaannya yang harus sesuai dengan 
juknis dan prioritas dari pemberi dana. Masih rendahnya Pendapatan Asli 
Kalurahan menyebabkan kegiatan-kegiatan yang tidak masuk dalam prioritas 
penggunaan dana transfer menjadi tidak dapat dibiayai ataupun besarannya 
tidak sesuai kebutuhan.

B.  BElANJA
I.  Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1.  Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,  
 Tunjangan dan Operasional Pemerintahan;
Sub bidang ini termasuk dalam kategori belanja pegawai dan operasional. 
Gambaran umum atas kegiatan yang terlaksana pada sub bidang ini 
adalah sebagai berikut:
a.  Pemberian kesejahteraan bagi lurah, pamong, dan staf pamong 

kalurahan dalam bentuk penghasilan tetap dan tunjangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan 
keuangan kalurahan.

b.  Jaminan sosial bagi lurah, pamong, dan staf pamong kalurahan 
melalui program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. 

Jumlah aparatur pemerintah kalurahan Purwobinangun tahun 2024 
terdiri atas 1 (satu) lurah, 1 (satu) carik, 3 (tiga) kepala jawatan, 3 
(tiga) kepala urusan, 16 (enam belas) pelaksana kewilayahan, dan 
7 (tujuh) orang staf pamong kalurahan.

c.  Penyediaan operasional perkantoran dilakukan untuk mengoptimalkan 
jalannya pemerintahan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk penyediaan 
operasional seperti ATK, listrik, telepon, internet, perawatan dan 
pemeliharaan aset perkantoran, dll.

d.  Operasional kegiatan dan tunjangan Badan Permusyawaratan 
Kalurahan (BPKal) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Jumlah anggota BPKal Purwobinangun 
adalah 9 (sembilan) orang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, 
2 (dua) ketua bidang, dan 4 (empat) anggota.

e.  Insentif RT/RW diberikan kepada 76 RT dan 36 RW, sesuai dengan 
kemampuan keuangan kalurahan. Insentif ini dimaksudkan sebagai 
operasional penunjang kegiatan kelembagaan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya.

2.  Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan;
Pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan dilakukan untuk 
meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 
2024 dialokasikan pemeliharaan bangunan kantor skala ringan yang 
digunakan untuk perbaikan atap dan talang kantor. Penambahan aset 
dilakukan melalui kegiatan pengadaan 8 unit kendaraan dinas/motor 
bagi dukuh. Penambahan sarana prasarana kantor dilakukan pada ruang 
rapat, yaitu dengan penyediaan viewer/layar/TV untuk sarana rapat.

3.  Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, 
dan Kearsipan;
Kegiatan-kegiatan pada sub bidang ini rutin dilaksanakan. Gambaran 
umum kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang adminduk, catatan 
sipil, statistik, dan kearsipan ini adalah:
a.  Pelayanan Administrasi Kependudukan. Pemerintah Kalurahan 

Purwobinangun secara rutin melaksanakan pelayanan administrasi 
kependudukan. Penyebarluasan informasi terkait administrasi 
kependudukan rutin dilakukan terlebih ketika terdapat perubahan 
atas bentuk pelayanan. Program-program layanan kependudukan 
dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan terlaksana sesuai 
regulasi yang berlaku.

b.  Penatakelolaan kearsipan pemerintah dan kepegawaian dilaksanakan 
sebagai bentuk dokumentasi penyelenggaraan pemerintahan.

c.  Inovasi pelayanan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi 
telah dilaksanakan sejak akhir 2023. Namun demikian, layanan ini 
belum dapat dimaksimalkan karena kecenderungan masyarakat 
lebih senang datang secara langsung apabila memerlukan layanan 
umum.

4.  Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 
Pelaporan
Selain sub bidang administrasi dan pelayanan umum, sub bidang ini 
dapat disebut wajah dan nyawa dari sekretariat kalurahan. Sebagian 
besar kegiatan di sub bidang ini termasuk dalam ranah kegiatan 
kesekretariatan. Gambaran pelaksanaan kegiatan pada sub bidang ini 
adalah :
a.  Penyusunan produk hukum merupakan kegiatan yang wajib dilakukan 

dan merupakan dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. 
Produk hukum yang dihasilkan pada tahun 2024 adalah: 4 (empat) 
Peraturan Kalurahan, 5 (lima) Peraturan Lurah, dan 100 (seratus) 
Keputusan Lurah.

b.  Perencanaan pembangunan secara partisipatif diwujudkan melalui 
jaring aspirasi, musyawarah kalurahan, dan musyawarah perencanaan 
pembangunan kalurahan. Tahapan seperti ini dilakukan saat 
perencanaan pembangunan tahunan, proses penyusunan RKP 
Kalurahan selalu dilakukan melalui proses muskal dan musrenbang 
yang melibatkan unsur-unsur masyarakat sebagai bentuk perencanaan 
partisipatif. Dokumen hasil perencanaan partisipatif tersebut (RPJM 
dan RKP) menjadi dasar penyusunan APBKal.

c.  Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan didasarkan 
pada dokumen perencanaan yang telah disepakati dalam forum-
forum musyawarah. APBKal ditetapkan dalam bentuk Peraturan 
Kalurahan sehingga wajib dibahas dan disepakati dengan BPKal 
dalam forum sidang paripurna BPKal.

d.  Pelaksanaan dan penatausahaan kegiatan dilakukan dengan kaidah-
kaidah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e.  Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan merupakan kegiatan 
rutin yang dilakukan setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas 
pengelolaan keuangan kalurahan.

f.  Pertanggungjawaban dan transparansi pelaksanaan pemerintahan 
dilakukan dengan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Kalurahan (LPPKal), Laporan Keterangan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal), Pemasangan Baliho APBKal, 
serta memuat Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan 
(IPPKal) di media yang dapat diakses oleh publik.

g.  Koordinasi unsur pemerintah kalurahan (lurah, pamong, dan staf 
pamong) dilakukan rutin mingguan. Pertemuan dilaksanakan sebagai 
sarana untuk koordinasi, evaluasi, penyampaian informasi, serta 
tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan kalurahan. 
Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan (Pemerintah Kalurahan 
dan BPKal) juga rutin dilaksanakan.

5.  Sub Bidang Pertanahan
a.  Pelayanan administrasi pertanahan merupakan kegiatan rutin setiap 

tahunnya. Penataan atas aset juga dilakukan dalam rangka perlindungan, 
pengelolaan, dan pendayagunaan aset guna peningkatan pendapatan 
asli desa. Tujuan tersebut diimplementasikan dalam kegiatan 
inventarisasi tanah desa, penataan tanah kas, dan penegasan batas 
tanah-tanah desa.

b.  Dalam melaksanakan tugas perbantuan kepada Pemerintah Kabupaten 
Sleman terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, secara rutin 
tiap tahunnya difasilitasi kegiatan-kegiatan pendukung seperti 
Penyampaian SPPT PBB, Intensifikasi PBB, Fasilitasi Pelaksanaan 
Pekan Pemungutan PBB, dan juga Updating Basis Data PBB.

II.  Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Bidang pelaksanaan pembangunan ini adalah pengguna terbanyak Dana 
Desa (DDS). Pada setiap proses musyawarah perencanaan pembangunan 
(baik itu dokumen RPJM maupun RKP), prosentase usulan kegiatan yang 
masuk dalam bidang pembangunan lebih banyak bila dibandingkan 
dengan usulan pada bidang lain. Rata-rata usulan yang diajukan oleh 
masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan adalah kegiatan 
yang sifatnya pembangunan yang bersifat fisik. Secara umum, kegiatan 
pada bidang pelaksanaan pembangunan dapat dikelompokkan menjadi 
2 (dua) kelompok besar, yaitu tangible dan intangible, bersifat fisik dan 
non-fisik. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan pada bidang kedua 
ini adalah:

1.  Sub Bidang Pendidikan
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:
a.  Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal 

Milik Desa (Honor, Pakaian dll);
b.  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/

Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal; dan
c.  Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi.

2.  Sub Bidang Kesehatan:
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:
a.  Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, 

Insentif);
b.  Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.

3.  Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:
a.  Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
b.  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 

Permukiman;
c.  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha 

Tani;
d.  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa 

(Gorong, selokan dll);
e.  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai 

Kemasyarakatan;
f.  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Lapangan Desa;
g.  Pemeliharaan Lapangan Desa; dan
h.  Pembinaan dan Pemberian Stimulan/Bantuan Kegiatan Pembangunan 

yang Dilaksanakan Secara Swadaya oleh Warga Padukuhan;
4.  Sub Bidang Kawasan Permukiman

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:
a.  Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah 

Tidak Layak Huni; dan
b.  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke 

Rumah Tangga;
5.  Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan Hidup

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:
a.  Pembangunan Bangunan Penahan/Talud Lahan Kritis/Rawan 

Longsor

III.  BIDANG PEmBINAAN KEmASYARAKATAN
1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 

masyarakat Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang 
ini adalah:
a.  Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa;
b.  Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;

2.  Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam sub bidang ini yaitu:
a.  Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa 

tkt. Kec/Kab/Kot);
b.  Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan 

(HUT RI, Raya Keagamaan dll);
c.  Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat 

Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Desa;
d.  Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, 

Safari Ramadhan, Tarawaih Keliling); dan
e.  Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.

3.  Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam sub bidang ini yaitu:
a.  Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil 

Desa tkt Kec/Kab/Kota;
b.  Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat 

Desa; dan
c.  Peringatan Jadi Sleman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-

Lomba, Sarasehan, Stimulan Peringatan kemerdekaan, dll);
4.  Sub Bidang Kelembagaan masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:
a.  Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
b.  Pembinaan PKK;
c.  Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
d.  Pembinaan RT/RW;
e.  Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan Bagi Lembaga 

Non Pemerintah Berskala Desa (TPA, PAUD, Pengurus Tempat 
Ibadah, dll); dan

f.  Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

IV.  BIDANG PEmBERDAYAAN mASYARAKAT
  1.  Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:
a.  Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/

Peternakan;
b.  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/

Sederhana;
c.  Fasilitasi Pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air);
d.  Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian 

Bahan/ Alat-alat Pertanian/Produksi); dan
e.  Pembangunan Bangunan/Sarana Pendukung Pertanian dan Peternakan.

2.  Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Pada sub bidang ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a.  Peningkatan Kapasitas Kepala Desa; dan
b.  Peningkatan Kapasitas BPD.

3.  Sub Bidang Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 
dan Keluarga
Pada sub bidang ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a.  Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
b.  Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat 

Desa; dan
c.  Pembinaan/Fasilitasi dan Pemberian Penghargaan bagi Masyarakat 

Berprestasi;
4.  Sub Bidang Koperasi, Usaha mikro Kecil dan menengah (UmKm)

Pada sub bidang ini dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a.  Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah 

(UMKM)
5.  Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Pada sub bidang ini dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a.  Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha 

ekonomi produktif

V.    BIDANG PENANGGUlANGAN BENCANA,    
KEADAAN DARURAT DAN mENDESAK
Sebagai antisipasi terhadap kejadian di luar perencanaan, tersedia anggaran 
pada bidang kelima. Bidang ini dipergunakan untuk kejadian bencana, 
keadaan darurat, dan mendesak. Kebutuhan relatif besar adalah pada sub 
bidang Keadaan Mendesak karena pemberian BLT DD termasuk di dalam 
bidang ini. Selain itu disediakan sumber selain Dana Desa untuk antisipasi 
kejadian bencana dan darurat.

C. PEmBIAYAAN
Pembiayaan kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah kalurahan, 
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran 
berikutnya. Pembiayaan biasanya dipergunakan pada pengeluaran yang bersifat 
wajib, antara lain untuk membiayai kegiatan maupun penanggulangan bencana/
keadaan darurat/mendesak. Prioritas selanjutnya biasanya adalah untuk 
pengeluaran pembiayaan yang biasanya arahnya untuk investasi dalam bentuk 
penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penyertaan 
modal tentu saja berorientasi keuntungan/profit dan atau bertujuan untuk 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Tahun 2024, penerimaan pembiayaan dipergunakan untuk membiayai 
kegiatan prioritas yang belum mendapatkan alokasi anggaran. Penerimaan 
pembiayaan tahun 2024 bersumber dari SiLPA sampai dengan tahun 2023. Satu 
kegiatan yang sampai dengan selesainya tahun anggaran 2024 ini sulit untuk 
dilaksanakan adalah Pengadaan Tanah Pengganti. Alokasi kegiatan tersebut 
cukup signifikan mempengaruhi jumlah SiLPA tahun berjalan.

D.  PROGRAm SEKTORAl YANG mASUK KE KAlURAHAN
Selain kegiatan yang dilaksanakan oleh kalurahan, terdapat pula kegiatan 
yang masuk ke Kalurahan Purwobinangun namun pelaksanaannya tidak 
dilakukan oleh pemerintah kalurahan. Kegiatan sektoral yang masuk adalah 
sebagai berikut:

E.  PENUTUP
Pada uraian di atas telah dipaparkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Kalurahan Purwobinangun selama kurun waktu tahun 
2024. Semoga paparan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai 
jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan. Lurah 
sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan pemerintahan dalam melaksanakan 
tugas dan kewenangannya pastilah terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. 
Kritik, saran, dan bantuan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk 
dapat terus berproses agar lebih baik.

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Purwobinangun 
tahun 2024 ini disebarluaskan. Matur nuwun.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

   Purwobinangun, 15 Juli 2025
   Lurah Purwobinangun,

         R. HERI SUASANA

R. HERi SuASANA
Lurah Purwobinangun

PEMERiNTAH KAluRAHAN
PuRWOBiNANGuN

InformasI Penyelenggaraan PemerIntahan
Kalurahan PurwobInangun

KaPanewon PaKem, KabuPaten sleman
tahun 2024

belum dapat dikembangkan. Kemampuan anggaran, sumber daya manusia, kemampuan 
menejerial pengelolaan, jejaring, serta investasi yang tersedia masih belum mampu 
memaksimalkan potensi yang tersedia.  

Terlepas dari semua kekurangan, usaha penciptaan titik pertumbuhan ekonomi yang telah 
dilakukan mulai terlihat hasilnya. Aktifitas ekonomi dan usaha-usaha masyarakat di sekitar lokasi 
titik tumbuh yang diciptakan mulai terlihat dan semoga di masa yang akan datang dapat terus 
berkembang. Kegiatan seperti pengembangan kepariwisataan, pengembangan BUMDes, dan 
fasilitasi UMKM relatif dapat menciptakan tumbuhnya aktifitas ekonomi. Sebagai gambaran 
adalah di sekitar Petilasan Syeh Jumadil Kubro terlihat bahwa usaha-usaha masyarakat seperti 
warung makan, warung kopi, homestay, jasa penitipan kendaraan, dan produk olahan masyarakat 
mulai bermunculan. Hal ini menjadi kabar baik karena dengan demikian kegiatan pembangunan 
yang telah dilakukan terbukti dapat memicu dan menciptakan aktifitas ekonomi masyarakat. 

Penciptaan titik pertumbuhan ekonomi di Purwobinangun bagian selatan dilakukan melalui 
penjaringan kegiatan olahraga. Beberapa tahun terakhir, sport tourism semakin berkembang dan 
bahkan menjadi salah satu tren dalam penggerak sektor pariwisata di Indonesia. Sport tourism 
adalah wisata yang dikombinasikan dengan olahraga. United Nations World Tourism 
Organizations (UNWTO) menjelaskan bahwa sport tourism adalah sektor wisata yang 
pertumbuhannya paling cepat, karena semakin banyak wisatawan yang tertarik pada aktivitas 
olahraga. Tren ini membuat Kalurahan Purwobinangun berusaha untuk menangkap potensi 
pengembangan pariwisata yang berbasis olahraga ini. Aset yang telah ada sejak lama, yaitu 
lapangan ditingkatkan kualitasnya dan didayagunakan untuk menangkap potensi tersebut. 
Peningkatan atas lapangan kalurahan menjadi venue yang layak jual menjadi sebuah 
keniscayaan agar dapat menjaring potensi sport tourism. Kegiatan sport tourism ini relatif dapat 
memicu munculnya usaha-usaha yang berkaitan, seperti: pedagang keliling, warung kelontong, 
rumah makan, dan homestay. Event-event yang dilakukan di lapangan kalurahan sedikit banyak 
berdampak pada peningkatan usaha masyarakat. 
 
A. PENDAPATAN 

Pendapatan kalurahan terdiri atas 3 komponen, yaitu: Pendapatan Asli Kalurahan (PAK), 
Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Masing-masing komponen memiliki detail dan 
karaketristik masing-masing. Pendapatan transfer masih menjadi sumber utama untuk 
pendanaan kegiatan Pemerintah Kalurahan Purwobinangun. Pendapatan Asli Kalurahan yang 
merupakan salah satu indikator kemandirian kalurahan kontribusinya masih rendah. Konsekuensi 
logis dari dominasi pendapatan transfer atas proporsi pendapatan kalurahan adalah 
penggunaannya yang harus sesuai dengan juknis dan prioritas dari pemberi dana. Masih 
rendahnya Pendapatan Asli Kalurahan menyebabkan kegiatan-kegiatan yang tidak masuk dalam 
prioritas penggunaan dana transfer menjadi tidak dapat dibiayai ataupun besarannya tidak sesuai 
kebutuhan. 

 
Tabel 1 

Realisasi Pendapatan Kalurahan Purwobinangun 
Tahun Anggaran 2024 

 
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

I. PENDAPATAN ASLI 133.879.000,00 113.608.400,00 -20.270.600,00 
Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 
Hasil Aset Desa 133.879.000,00 113.608.400,00 -20.270.600,00 
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 
II. PENDAPATAN TRANSFER 5.266.809.907,00 5.442.696.648,00 175.886.741,00 
Dana Desa 1.478.850.000,00 1.478.850.000,00 0,00 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 654.830.000,00 837.163.861,00 182.333.861,00 
Alokasi Dana Desa (ADD) 1.592.234.907,00 1.585.790.687,00 -6.444.220,00 
Bantuan Keuangan Provinsi 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 
Bantuan Keuangan Provinsi 1.365.895.000,00 1.365.892.100,00 -2.900,00 
III. PENDAPATAN LAIN-LAIN 12.700.000,00 21.977.695,00 9.277.695,00 
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan 
Pihak Ketiga 

0,00 0,00 0,00 
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang 
Berlokasi di Desa 

2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 

Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 10.300.000,00 10.300.000,00 
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun 
Sebelumnya 

0,00 0,00 0,00 

Bunga Bank 10.300.000,00 9.277.695,00 -1.022.305,00 
Lain-lain pendapatan Desa yang sah 0,00 0,00 0,00 

JUMLAH (I+II+III) 5.413.388.907,00 5.578.282.743,00 164.893.836,00 
 

Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.. 

 
B. BELANJA 
I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 
1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional 

Pemerintahan; 
Sub bidang ini termasuk dalam kategori belanja pegawai dan operasional. Gambaran 

umum atas kegiatan yang terlaksana pada sub bidang ini adalah sebagai berikut: 
a. Pemberian kesejahteraan bagi lurah, pamong, dan staf pamong kalurahan dalam bentuk 

penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta kemampuan keuangan kalurahan.  

b. Jaminan sosial bagi lurah, pamong, dan staf pamong kalurahan melalui program BPJS 
Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah aparatur pemerintah kalurahan 
Purwobinangun tahun 2024 terdiri atas 1 (satu) lurah, 1 (satu) carik, 3 (tiga) kepala 
jawatan, 3 (tiga) kepala urusan, 16 (enam belas) pelaksana kewilayahan, dan 7 (tujuh) 
orang staf pamong kalurahan.  

c. Penyediaan operasional perkantoran dilakukan untuk mengoptimalkan jalannya 
pemerintahan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk penyediaan operasional seperti ATK, 
listrik, telepon, internet, perawatan dan pemeliharaan aset perkantoran, dll.  

d. Operasional kegiatan dan tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) 
diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah anggota 
BPKal Purwobinangun adalah 9 (sembilan) orang terdiri atas ketua, wakil ketua, 
sekretaris, 2 (dua) ketua bidang, dan 4 (empat) anggota.  

e. Insentif RT/RW diberikan kepada 76 RT dan 36 RW, sesuai dengan kemampuan 
keuangan kalurahan. Insentif ini dimaksudkan sebagai operasional penunjang kegiatan 
kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan; 
Pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

dan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2024 dialokasikan pemeliharaan bangunan 
kantor skala ringan yang digunakan untuk perbaikan atap dan talang kantor. Penambahan 
aset dilakukan melalui kegiatan pengadaan 8 unit kendaraan dinas/motor bagi dukuh. 
Penambahan sarana prasarana kantor dilakukan pada ruang rapat, yaitu dengan penyediaan 
viewer/layar/TV untuk sarana rapat.  
 

3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan; 
Kegiatan-kegiatan pada sub bidang ini rutin dilaksanakan. Gambaran umum kegiatan 

yang dilaksanakan pada sub bidang adminduk, catatan sipil, statistik, dan kearsipan ini 
adalah: 
a. Pelayanan Administrasi Kependudukan. Pemerintah Kalurahan Purwobinangun secara 

rutin melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan. Penyebarluasan informasi 
terkait administrasi kependudukan rutin dilakukan terlebih ketika terdapat perubahan 
atas bentuk pelayanan. Program-program layanan kependudukan dapat diketahui 
secara luas oleh masyarakat dan terlaksana sesuai regulasi yang berlaku. 

b. Penatakelolaan kearsipan pemerintah dan kepegawaian dilaksanakan sebagai bentuk 
dokumentasi penyelenggaraan pemerintahan. 

c. Inovasi pelayanan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi telah dilaksanakan 
sejak akhir 2023. Namun demikian, layanan ini belum dapat dimaksimalkan karena 
kecenderungan masyarakat lebih senang datang secara langsung apabila memerlukan 
layanan umum. 

Sumber:  Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

 
4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 

Selain sub bidang administrasi dan pelayanan umum, sub bidang ini dapat disebut 
wajah dan nyawa dari sekretariat kalurahan. Sebagian besar kegiatan di sub bidang ini 
termasuk dalam ranah kegiatan kesekretariatan. Gambaran pelaksanaan kegiatan pada sub 
bidang ini adalah : 
a. Penyusunan produk hukum merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dan merupakan 

dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Produk hukum yang dihasilkan 
pada tahun 2024 adalah: 4 (empat) Peraturan Kalurahan, 5 (lima) Peraturan Lurah, dan 
100 (seratus) Keputusan Lurah. 

b. Perencanaan pembangunan secara partisipatif diwujudkan melalui jaring aspirasi, 
musyawarah kalurahan, dan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan. 
Tahapan seperti ini dilakukan saat perencanaan pembangunan tahunan, proses 
penyusunan RKP Kalurahan selalu dilakukan melalui proses muskal dan musrenbang 
yang melibatkan unsur-unsur masyarakat sebagai bentuk perencanaan partisipatif. 
Dokumen hasil perencanaan partisipatif tersebut (RPJM dan RKP) menjadi dasar 
penyusunan APBKal. 

c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan didasarkan pada dokumen 
perencanaan yang telah disepakati dalam forum-forum musyawarah. APBKal ditetapkan 
dalam bentuk Peraturan Kalurahan sehingga wajib dibahas dan disepakati dengan 
BPKal dalam forum sidang paripurna BPKal. 

d. Pelaksanaan dan penatausahaan kegiatan dilakukan dengan kaidah-kaidah sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

e. Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan 
setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan kalurahan. 

f. Pertanggungjawaban dan transparansi pelaksanaan pemerintahan dilakukan dengan 
menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal), Laporan 
Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal), Pemasangan Baliho 
APBKal, serta memuat Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (IPPKal) di 
media yang dapat diakses oleh publik. 

g. Koordinasi unsur pemerintah kalurahan (lurah, pamong, dan staf pamong) dilakukan rutin 
mingguan. Pertemuan dilaksanakan sebagai sarana untuk koordinasi, evaluasi, 
penyampaian informasi, serta tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan 
kalurahan. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan (Pemerintah Kalurahan dan 
BPKal) juga rutin dilaksanakan. 
 

5. Sub Bidang Pertanahan  
a. Pelayanan administrasi pertanahan merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya. Penataan 

atas aset juga dilakukan dalam rangka perlindungan, pengelolaan, dan pendayagunaan 
aset guna peningkatan pendapatan asli desa. Tujuan tersebut diimplementasikan dalam 
kegiatan inventarisasi tanah desa, penataan tanah kas, dan penegasan batas tanah-
tanah desa. 

b. Dalam melaksanakan tugas perbantuan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman terkait 
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, secara rutin tiap tahunnya difasilitasi kegiatan-
kegiatan pendukung seperti Penyampaian SPPT PBB, Intensifikasi PBB, Fasilitasi 
Pelaksanaan Pekan Pemungutan PBB, dan juga Updating Basis Data PBB.  

 
Tabel 5 

Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi 
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

Tahun Anggaran 2024 
 

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 
Belanja Pegawai 1.797.835.958,85 1.788.334.088,33 9.501.870,52 
Belanja Barang dan Jasa 658.529.770,57 538.912.871,00 119.616.899,57 
Belanja Modal 564.882.146,00 261.670.979,00 303.211.167,00 
Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 

JUMLAH 3.021.247.875,42 2.588.917.938,33 432.329.937,09 
 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 

Sumber:  Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Sumber:  Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

 
Tabel 6 

Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi 
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

Tahun Anggaran 2024 
 

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan 
Operasional Pemerintahan Desa 

2.067.913.572,09 2.025.563.459,33 42.350.112,76 

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 294.776.157,33 253.273.957,00 41.502.200,33 
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, 
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 

41.921.900,00 32.528.400,00 9.393.500,00 

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, 
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 

240.198.700,00 187.511.822,00 52.686.878,00 

Sub Bidang Pertanahan 376.437.546,00 90.040.300,00 286.397.246,00 
JUMLAH 3.021.247.875,42 2.588.917.938,33 432.329.937,09 

 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 
II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

Bidang pelaksanaan pembangunan ini adalah pengguna terbanyak Dana Desa (DDS). 
Pada setiap proses musyawarah perencanaan pembangunan (baik itu dokumen RPJM maupun 
RKP), prosentase usulan kegiatan yang masuk dalam bidang pembangunan lebih banyak bila 
dibandingkan dengan usulan pada bidang lain. Rata-rata usulan yang diajukan oleh masyarakat 
dalam forum perencanaan pembangunan adalah kegiatan yang sifatnya pembangunan yang 
bersifat fisik. Secara umum, kegiatan pada bidang pelaksanaan pembangunan dapat 
dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu tangible dan intangible, bersifat fisik dan 
non-fisik. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan pada bidang kedua ini adalah: 
1. Sub Bidang Pendidikan 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:  
a. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, 

Pakaian dll); 
b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga   

PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal; dan 
c. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi. 

 
2. Sub Bidang Kesehatan: 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:  
a. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif); 
b. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan. 

 
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah: 
a. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa; 
b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman; 
c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani; 
d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll); 
e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan; 
f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Lapangan Desa; 
g. Pemeliharaan Lapangan Desa; dan 
h. Pembinaan dan Pemberian Stimulan/Bantuan Kegiatan Pembangunan yang 

Dilaksanakan Secara Swadaya oleh Warga Padukuhan; 
 

4. Sub Bidang Kawasan Permukiman 
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah: 
a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni; dan 
b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga; 
 

5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 

a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan; 
b. Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat Desa; dan 
c. Pembinaan/Fasilitasi dan Pemberian Penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi; 

 
4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Pada sub bidang ini dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 

 
5. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 

Pada sub bidang ini dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif 
 

Tabel 11 
Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
Tahun Anggaran 2024 

 
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 
Belanja Barang dan Jasa 160.790.066,00 128.792.200,00 31.997.866,00 
Belanja Modal 392.524.800,00 386.800.450,00 5.724.350,00 
Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 

JUMLAH 553.314.866,00 515.592.650,00 37.722.216,00 
 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 

Tabel 12 
Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
Tahun Anggaran 2024 

 
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 459.545.100,00 453.335.650,00 6.209.450,00 
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 22.250.000,00 14.090.000,00 8.160.000,00 
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga 

43.517.866,00 20.815.100,00 22.702.766,00 

Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan 
Menengah (UMKM) 

6.771.900,00 6.121.900,00 650.000,00 

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 21.230.000,00 21.230.000,00 0,00 

JUMLAH 553.314.866,00 515.592.650,00 37.722.216,00 
 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 
V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK 

Sebagai antisipasi terhadap kejadian di luar perencanaan, tersedia anggaran pada bidang 
kelima. Bidang ini dipergunakan untuk kejadian bencana, keadaan darurat, dan mendesak. 
Kebutuhan relatif besar adalah pada sub bidang Keadaan Mendesak karena pemberian BLT DD 
termasuk di dalam bidang ini. Selain itu disediakan sumber selain Dana Desa untuk antisipasi 
kejadian bencana dan darurat.  

 
Tabel 13 

Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi 
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak 

Tahun Anggaran 2024 
 

Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah: 
a. Pembangunan Bangunan Penahan/Talud Lahan Kritis/Rawan Longsor 

 
Tabel 7 

Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

Tahun Anggaran 2024 
 

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 
Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 
Belanja Barang dan Jasa 449.027.300,00 445.752.363,00 3.274.937,00 
Belanja Modal 1.631.954.030,00 1.548.310.595,00 83.643.435,00 
Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 

JUMLAH 2.080.981.330,00 1.994.062.958,00 86.918.372,00 
 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 

Tabel 8 
Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

Tahun Anggaran 2024 
 

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 
Sub Bidang Pendidikan 44.023.300,00 43.909.300,00 114.000,00 
Sub Bidang Kesehatan 103.795.700,00 102.475.200,00 1.320.500,00 
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.733.271.430,00 1.648.800.983,00 84.470.447,00 
Sub Bidang Kawasan Pemukiman 148.681.300,00 148.008.775,00 672.525,00 
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 51.209.600,00 50.868.700,00 340.900,00 
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika 

0,00 0,00 0,00 

Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 0,00 
Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 

JUMLAH 2.080.981.330,00 1.994.062.958,00 86.918.372,00 
 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 
 III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 
1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:  
a. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa; 
b. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa; 

 
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 

Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam sub bidang ini yaitu: 
a. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot); 
b. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya 

Keagamaan dll); 
c. Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar 

Agama Non Formal Desa; 
d. Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Safari 

Ramadhan, Tarawaih Keliling); dan 
e. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan. 

 
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 

Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam sub bidang ini yaitu: 
a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota; 
b. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa; dan 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah: 
a. Pembangunan Bangunan Penahan/Talud Lahan Kritis/Rawan Longsor 

 
Tabel 7 

Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

Tahun Anggaran 2024 
 

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 
Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 
Belanja Barang dan Jasa 449.027.300,00 445.752.363,00 3.274.937,00 
Belanja Modal 1.631.954.030,00 1.548.310.595,00 83.643.435,00 
Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 

JUMLAH 2.080.981.330,00 1.994.062.958,00 86.918.372,00 
 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 

Tabel 8 
Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

Tahun Anggaran 2024 
 

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 
Sub Bidang Pendidikan 44.023.300,00 43.909.300,00 114.000,00 
Sub Bidang Kesehatan 103.795.700,00 102.475.200,00 1.320.500,00 
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.733.271.430,00 1.648.800.983,00 84.470.447,00 
Sub Bidang Kawasan Pemukiman 148.681.300,00 148.008.775,00 672.525,00 
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 51.209.600,00 50.868.700,00 340.900,00 
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika 

0,00 0,00 0,00 

Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 0,00 
Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 

JUMLAH 2.080.981.330,00 1.994.062.958,00 86.918.372,00 
 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 
 III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 
1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:  
a. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa; 
b. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa; 

 
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 

Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam sub bidang ini yaitu: 
a. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot); 
b. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya 

Keagamaan dll); 
c. Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar 

Agama Non Formal Desa; 
d. Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Safari 

Ramadhan, Tarawaih Keliling); dan 
e. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan. 

 
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 

Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam sub bidang ini yaitu: 
a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota; 
b. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa; dan 

c. Peringatan Jadi Sleman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-Lomba, Sarasehan, 
Stimulan Peringatan kemerdekaan, dll); 

 
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:  
a. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD; 
b. Pembinaan PKK; 
c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; 
d. Pembinaan RT/RW; 
e. Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan Bagi Lembaga Non Pemerintah 

Berskala Desa (TPA, PAUD, Pengurus Tempat Ibadah, dll); dan 
f. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat. 

 
Tabel 9 

Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi 
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

Tahun Anggaran 2024 
 

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 
Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 
Belanja Barang dan Jasa 423.064.310,00 376.317.460,00 46.746.850,00 
Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 
Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 

JUMLAH 423.064.310,00 376.317.460,00 46.746.850,00 
 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 

Tabel 10 
Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi 
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

Tahun Anggaran 2024 
 

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 
Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 
Belanja Barang dan Jasa 423.064.310,00 376.317.460,00 46.746.850,00 
Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 
Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 

JUMLAH 423.064.310,00 376.317.460,00 46.746.850,00 
 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 
IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:  
a. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan; 
b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana; 
c. Fasilitasi Pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air); 
d. Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/ Alat-alat 

Pertanian/Produksi); dan 
e. Pembangunan Bangunan/Sarana Pendukung Pertanian dan Peternakan. 
 

2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 
Pada sub bidang ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:  
a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa; dan 
b. Peningkatan Kapasitas BPD. 

 
3. Sub Bidang Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 

Pada sub bidang ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 
Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 
Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 
Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 
Belanja Tidak Terduga 139.112.624,90 122.400.000,00 16.712.624,90 

JUMLAH 139.112.624,90 122.400.000,00 16.712.624,90 
 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 

Tabel 14 
Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi 

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak 
Tahun Anggaran 2024 

 
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Sub Bidang Penanggulangan Bencana 9.712.624,90 0,00 9.712.624,90 
Sub Bidang Keadaan Darurat 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 
Sub Bidang Keadaan Mendesak 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 
JUMLAH 139.112.624,90 122.400.000,00 16.712.624,90 

 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 
C. PEMBIAYAAN 

Pembiayaan kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah kalurahan, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan biasanya 
dipergunakan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk membiayai kegiatan 
maupun penanggulangan bencana/keadaan darurat/mendesak. Prioritas selanjutnya biasanya 
adalah untuk pengeluaran pembiayaan yang biasanya arahnya untuk investasi dalam bentuk 
penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penyertaan modal tentu saja 
berorientasi keuntungan/profit dan atau bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat.  

Pada Tahun 2024, penerimaan pembiayaan dipergunakan untuk membiayai kegiatan 
prioritas yang belum mendapatkan alokasi anggaran. Penerimaan pembiayaan tahun 2024 
bersumber dari SiLPA sampai dengan tahun 2023. Satu kegiatan yang sampai dengan selesainya 
tahun anggaran 2024 ini sulit untuk dilaksanakan adalah Pengadaan Tanah Pengganti. Alokasi 
kegiatan tersebut cukup signifikan mempengaruhi jumlah SiLPA tahun berjalan. 
 

Tabel 15 
Realisasi Pembiayaan Kalurahan 

Tahun Anggaran 2024 
 

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 
Penerimaan Pembiayaan 804.332.099,32 804.332.099,32 0 
Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0 
Pembiayaan Netto 804.332.099,32 804.332.099,32 0 

 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 
D. PROGRAM SEKTORAL YANG MASUK KE KALURAHAN 

Selain kegiatan yang dilaksanakan oleh kalurahan, terdapat pula kegiatan yang masuk ke 
Kalurahan Purwobinangun namun pelaksanaannya tidak dilakukan oleh pemerintah kalurahan. 
Kegiatan sektoral yang masuk adalah sebagai berikut:  

 
Tabel 16 

Program Sektoral Yang Masuk ke Kalurahan 

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 
Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 
Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 
Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 
Belanja Tidak Terduga 139.112.624,90 122.400.000,00 16.712.624,90 

JUMLAH 139.112.624,90 122.400.000,00 16.712.624,90 
 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 

Tabel 14 
Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi 

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak 
Tahun Anggaran 2024 

 
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Sub Bidang Penanggulangan Bencana 9.712.624,90 0,00 9.712.624,90 
Sub Bidang Keadaan Darurat 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 
Sub Bidang Keadaan Mendesak 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 
JUMLAH 139.112.624,90 122.400.000,00 16.712.624,90 

 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 
C. PEMBIAYAAN 

Pembiayaan kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah kalurahan, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan biasanya 
dipergunakan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk membiayai kegiatan 
maupun penanggulangan bencana/keadaan darurat/mendesak. Prioritas selanjutnya biasanya 
adalah untuk pengeluaran pembiayaan yang biasanya arahnya untuk investasi dalam bentuk 
penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penyertaan modal tentu saja 
berorientasi keuntungan/profit dan atau bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat.  

Pada Tahun 2024, penerimaan pembiayaan dipergunakan untuk membiayai kegiatan 
prioritas yang belum mendapatkan alokasi anggaran. Penerimaan pembiayaan tahun 2024 
bersumber dari SiLPA sampai dengan tahun 2023. Satu kegiatan yang sampai dengan selesainya 
tahun anggaran 2024 ini sulit untuk dilaksanakan adalah Pengadaan Tanah Pengganti. Alokasi 
kegiatan tersebut cukup signifikan mempengaruhi jumlah SiLPA tahun berjalan. 
 

Tabel 15 
Realisasi Pembiayaan Kalurahan 

Tahun Anggaran 2024 
 

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 
Penerimaan Pembiayaan 804.332.099,32 804.332.099,32 0 
Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0 
Pembiayaan Netto 804.332.099,32 804.332.099,32 0 

 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 
D. PROGRAM SEKTORAL YANG MASUK KE KALURAHAN 

Selain kegiatan yang dilaksanakan oleh kalurahan, terdapat pula kegiatan yang masuk ke 
Kalurahan Purwobinangun namun pelaksanaannya tidak dilakukan oleh pemerintah kalurahan. 
Kegiatan sektoral yang masuk adalah sebagai berikut:  

 
Tabel 16 

Program Sektoral Yang Masuk ke Kalurahan 

a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan; 
b. Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat Desa; dan 
c. Pembinaan/Fasilitasi dan Pemberian Penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi; 

 
4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Pada sub bidang ini dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 

 
5. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 

Pada sub bidang ini dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif 
 

Tabel 11 
Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
Tahun Anggaran 2024 

 
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 
Belanja Barang dan Jasa 160.790.066,00 128.792.200,00 31.997.866,00 
Belanja Modal 392.524.800,00 386.800.450,00 5.724.350,00 
Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 

JUMLAH 553.314.866,00 515.592.650,00 37.722.216,00 
 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 

Tabel 12 
Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
Tahun Anggaran 2024 

 
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 459.545.100,00 453.335.650,00 6.209.450,00 
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 22.250.000,00 14.090.000,00 8.160.000,00 
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga 

43.517.866,00 20.815.100,00 22.702.766,00 

Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan 
Menengah (UMKM) 

6.771.900,00 6.121.900,00 650.000,00 

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 21.230.000,00 21.230.000,00 0,00 

JUMLAH 553.314.866,00 515.592.650,00 37.722.216,00 
 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 
V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK 

Sebagai antisipasi terhadap kejadian di luar perencanaan, tersedia anggaran pada bidang 
kelima. Bidang ini dipergunakan untuk kejadian bencana, keadaan darurat, dan mendesak. 
Kebutuhan relatif besar adalah pada sub bidang Keadaan Mendesak karena pemberian BLT DD 
termasuk di dalam bidang ini. Selain itu disediakan sumber selain Dana Desa untuk antisipasi 
kejadian bencana dan darurat.  

 
Tabel 13 

Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi 
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak 

Tahun Anggaran 2024 
 

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 
Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 
Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 
Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 
Belanja Tidak Terduga 139.112.624,90 122.400.000,00 16.712.624,90 

JUMLAH 139.112.624,90 122.400.000,00 16.712.624,90 
 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 

Tabel 14 
Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi 

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak 
Tahun Anggaran 2024 

 
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Sub Bidang Penanggulangan Bencana 9.712.624,90 0,00 9.712.624,90 
Sub Bidang Keadaan Darurat 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 
Sub Bidang Keadaan Mendesak 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 
JUMLAH 139.112.624,90 122.400.000,00 16.712.624,90 

 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 
C. PEMBIAYAAN 

Pembiayaan kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah kalurahan, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan biasanya 
dipergunakan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk membiayai kegiatan 
maupun penanggulangan bencana/keadaan darurat/mendesak. Prioritas selanjutnya biasanya 
adalah untuk pengeluaran pembiayaan yang biasanya arahnya untuk investasi dalam bentuk 
penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penyertaan modal tentu saja 
berorientasi keuntungan/profit dan atau bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat.  

Pada Tahun 2024, penerimaan pembiayaan dipergunakan untuk membiayai kegiatan 
prioritas yang belum mendapatkan alokasi anggaran. Penerimaan pembiayaan tahun 2024 
bersumber dari SiLPA sampai dengan tahun 2023. Satu kegiatan yang sampai dengan selesainya 
tahun anggaran 2024 ini sulit untuk dilaksanakan adalah Pengadaan Tanah Pengganti. Alokasi 
kegiatan tersebut cukup signifikan mempengaruhi jumlah SiLPA tahun berjalan. 
 

Tabel 15 
Realisasi Pembiayaan Kalurahan 

Tahun Anggaran 2024 
 

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 
Penerimaan Pembiayaan 804.332.099,32 804.332.099,32 0 
Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0 
Pembiayaan Netto 804.332.099,32 804.332.099,32 0 

 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 
D. PROGRAM SEKTORAL YANG MASUK KE KALURAHAN 

Selain kegiatan yang dilaksanakan oleh kalurahan, terdapat pula kegiatan yang masuk ke 
Kalurahan Purwobinangun namun pelaksanaannya tidak dilakukan oleh pemerintah kalurahan. 
Kegiatan sektoral yang masuk adalah sebagai berikut:  

 
Tabel 16 

Program Sektoral Yang Masuk ke Kalurahan 
Tahun Anggaran 2024 

 

NO PROGRAM LOKASI ANGGARAN PELAKSANA 
VOL SAT JUMLAH SUMBER 

1 Sosialisasi dan 
screening kesehatan 
Jiwa 

Kalurahan 1 paket 13.840.000,00 APBD Dinas 
Kesehatan 

2 Pelaksanaan Kelas 
Ibu Baduta 

Kalurahan 1 angkatan 11.700.000,00 APBD Dinas 
Kesehatan 

3 Pembangunan Talud 
Jalan Tinggi H1=0,7 m 

Ruas Jalan 
Ngepas-
Beneran 

1.000 meter 760.325.000,00 APBD DPUPKP 

4 Pelatihan Peningkatan 
kapasitas 
Kelembagaan Petani 

Kalurahan 1 angkatan 25.000.000,00 APBD Dinas Pertanian 
Pangan dan 
Perikanan 

5 SL Budidaya 
Hortikultura tanaman 
cabe 

Kalurahan 1 angkatan 55.000.000,00 APBD Dinas Pertanian 
Pangan dan 
Perikanan 

6 Bimtek Pengolahan 
dan Pengawetan 
Pangan 

Kalurahan 25 orang 35.000.000,00 APBD Dinas Koperasi 
UKM 

7 Bimtek Peningkatan 
Kapasitas 
Pengelolaan BUMKal 

BUMKal 1 angkatan 40.000.000,00 APBD Dinas PMK 

8 Padat Karya Potensi 
Desa, Pembangunan 
Talud Pasar Ngepring 

Pasar 
Ngepring 

1 paket 100.000.000,00 APBD Dinas Tenaga 
Kerja DIY 

9 Peningkatan 
Jembatan Beneran 

Jembatan 
Beneran 

1 paket 2.366.811.000,00 APBD DPUPKP 

 
Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 
 
E. PENUTUP 

Pada uraian di atas telah dipaparkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Kalurahan Purwobinangun selama kurun waktu tahun 2024. Semoga paparan 
tersebut dapat memberikan gambaran mengenai jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang 
telah dilaksanakan. Lurah sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan pemerintahan dalam 
melaksanakan tugas dan kewenangannya pastilah terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. 
Kritik, saran, dan bantuan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk dapat terus berproses 
agar lebih baik. 

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Purwobinangun tahun 2024 
ini disebarluaskan. Matur nuwun… 
 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh… 
 
        Purwobinangun, 15 Juli 2025 
        Lurah Purwobinangun, 
 
        
 
 

R. HERI SUASANA 
 
 

HP: +6289514947444, website: www.purwobinangun.slemankab.go.id, email: purwobinangun@slemankab.go.id FB/iG/TW: @purwobinangun

3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam sub bidang ini yaitu:
a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota;
b. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa; dan
c. Peringatan Jadi Sleman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-Lomba, Sarasehan,

Stimulan Peringatan kemerdekaan, dll);

4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:
a. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
b. Pembinaan PKK;
c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
d. Pembinaan RT/RW;
e. Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan Bagi Lembaga Non Pemerintah

Berskala Desa (TPA, PAUD, Pengurus Tempat Ibadah, dll); dan
f. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

Tabel 9
Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Tahun Anggaran 2024

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 423.064.310,00 376.317.460,00 46.746.850,00
Belanja Modal 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 423.064.310,00 376.317.460,00 46.746.850,00

Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Tabel 10
Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Tahun Anggaran 2024

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

134.256.516,00 130.382.900,00 3.873.616,00

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 95.759.900,00 76.827.900,00 18.932.000,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 31.817.600,00 20.689.500,00 11.128.100,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 161.230.294,00 148.417.160,00 12.813.134,00

JUMLAH 423.064.310,00 376.317.460,00 46.746.850,00

Sumber: Diolah dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:
a. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
c. Fasilitasi Pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air);
d. Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/ Alat-alat

Pertanian/Produksi); dan
e. Pembangunan Bangunan/Sarana Pendukung Pertanian dan Peternakan.

2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Pada sub bidang ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
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